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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT,Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat 

dan karunia-Nya, sehingga Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan 

Timur dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bapenda Provinsi 

Kalimantan Timur dalam periode pelaporan tertentu, serta sebagai wujud komitmen 

dalam mendukung keterbukaan informasi publik guna mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. 

Penyusunan laporan ini memuat gambaran umum penyelenggaraan pelayanan 

informasi publik, capaian kinerja PPID, sarana dan prasarana layanan, serta 

permasalahan dan upaya perbaikan yang telah dilakukan. Diharapkan laporan ini 

dapat menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan serta menjadi dasar perumusan 

kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di 

lingkungan Bapenda Provinsi Kalimantan Timur. 

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan 

memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik, 

khususnya kepada jajaran pimpinan, seluruh unit kerja di lingkungan Bapenda 

Provinsi Kalimantan Timur, serta petugas layanan PPID yang telah berkontribusi 

dalam penyusunan laporan ini. 

   

         Samarinda, 30 Januari 2026 

             Plt. Kepala Bapenda Prov Kaltim, 

 

 

 

         Bambang Erryanto, S.Sos., M.Si. 

         Pembina Tingkat I 

         NIP. 197802022001121003  
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   BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, 

transparan, dan akuntabel, keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban 

konstitusional yang harus dilaksanakan oleh setiap badan publik. Hal tersebut 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan bahwa badan publik 

wajib menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, 

tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana. 

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur sebagai 

perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di 

bidang pengelolaan pendapatan daerah, memiliki tanggung jawab untuk 

menjamin ketersediaan dan aksesibilitas informasi publik, khususnya yang 

berkaitan dengan kebijakan, program, kegiatan, serta kinerja pengelolaan 

pendapatan daerah. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Bapenda 

membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas 

mengelola pelayanan informasi publik secara sistematis, terintegrasi, dan 

berkelanjutan. 

PPID Bapenda berperan dalam penyediaan, pendokumentasian, pengamanan, 

dan pelayanan informasi publik, termasuk penyusunan dan pemutakhiran Daftar 

Informasi Publik (DIP), penetapan klasifikasi informasi, serta pengembangan 

sistem pelayanan informasi. Pelaksanaan tugas PPID tersebut merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik serta 

penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. 

Sehubungan dengan hal tersebut, laporan PPID Bapenda disusun sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan informasi publik dalam periode 

tertentu. Laporan ini memuat pelaksanaan tugas dan fungsi PPID, capaian kinerja 

pelayanan informasi publik, permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah 

perbaikan yang telah dan akan dilakukan. Laporan ini diharapkan menjadi bahan 

evaluasi bagi pimpinan dalam rangka perumusan kebijakan dan strategi 

peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik di lingkungan Bapenda.  
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B. Dasar Penyelenggaraan 

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pendapatan 

Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 

sebagai landasan hukum utama dalam penyediaan, pelayanan, dan 

pengelolaan informasi publik oleh badan publik. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai 

pedoman pelaksanaan teknis keterbukaan informasi publik. 

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan 

Informasi Publik, sebagai acuan standar pelayanan, prosedur, dan mekanisme 

pengelolaan informasi publik. 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, sebagai pedoman 

khusus bagi PPID di lingkungan pemerintah daerah. 

5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 Tentang 

Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemprov.Kaltim  

6. Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 0480.15/K.68.2018 Tentang pembentukan 

PPID  

7. Keputusan Kepala Bapenda tentang Penunjukan PPID Pelaksana dan 

Pengelola Informasi di Lingkungan Bapenda, sebagai dasar operasional 

pelaksanaan pelayanan informasi publik. 

 

C. Maksud dan Tujuan 

Penyusunan Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

Badan Pendapatan Daerah dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban 

atas pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan 

Bapenda dalam kurun waktu tertentu, serta sebagai instrumen dokumentasi dan 

evaluasi terhadap kinerja PPID. 
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Penyusunan Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

Badan Pendapatan Daerah bertujuan untuk: 

1. Memberikan gambaran dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

pelayanan informasi publik di lingkungan Bapenda dalam periode pelaporan 

tertentu. 

2. Menilai tingkat efektivitas dan kualitas pengelolaan serta pelayanan informasi 

publik yang dilaksanakan oleh PPID Bapenda sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

3. Menyediakan bahan evaluasi bagi pimpinan dalam rangka perumusan 

kebijakan, pengambilan keputusan, serta penyusunan program peningkatan 

kualitas keterbukaan informasi publik. 

4. Mendokumentasikan capaian kinerja, inovasi, dan permasalahan dalam 

penyelenggaraan pelayanan informasi publik sebagai dasar perbaikan 

berkelanjutan. 

5. Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, 

akuntabel, dan partisipatif melalui optimalisasi peran PPID di lingkungan 

Bapenda. 

 

D. Pengertian 

Dalam laporan ini yang dimaksud dengan: 

1. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) adalah perangkat daerah yang 

mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di 

bidang pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang 

bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, 

dan/atau pelayanan informasi publik di lingkungan Bapenda. 

3. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, 

dan/atau diterima oleh Bapenda yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan 

penyelenggara pemerintahan serta informasi lain yang berkaitan dengan 

kepentingan publik. 

4. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum 

Indonesia yang mengajukan permohonan informasi publik kepada Bapenda. 
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5. Pelayanan Informasi Publik adalah kegiatan pemberian layanan informasi 

kepada pemohon informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, 

dan dengan cara yang sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

6. Dokumentasi Informasi adalah kegiatan pengumpulan, pengelolaan, 

penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan dokumen informasi publik 

yang berada di lingkungan Bapenda. 

 

E. Tugas dan Tanggung Jawab PPID 

PPID Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 

mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

1. Mengelola, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi 

publik di lingkungan Bapenda. 

2. Menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon 

informasi secara cepat, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

3. Menghimpun, mengoordinasikan, dan memutakhirkan data dan informasi dari 

seluruh unit kerja di lingkungan Bapenda. 

4. Menyusun, menetapkan, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP). 

5. Melaksanakan pengklasifikasian informasi serta uji konsekuensi terhadap 

informasi yang dikecualikan. 

6. Menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan 

informasi publik. 

7. Menangani permohonan informasi, keberatan, serta mendukung 

penyelesaian sengketa informasi sesuai ketentuan yang berlaku. 

8. Mengembangkan sistem pelayanan informasi publik, termasuk pemanfaatan 

teknologi informasi. 

9. Menyusun laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik secara berkala 

sebagai bentuk pertanggungjawaban. 
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BAB II 

PELAKSANAAN PPID 

 

A. Sekretariat Layanan 

Pelayanan informasi pada PPID Pelaksanaan Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan di ruang Sekretariat Layanan Informasi 

pada Lantai 2 (dua) kantor Bapenda Provinsi Kalimantan Timur Jalan M.T 

Haryono, Nomor 09 Kota Samarinda. Pelayanan dilaksanakan oleh petugas pada 

meja layanan (front desk) yang bertugas membantu pemohon informasi atau pemangku 

kepentingan dalam memperoleh informasi publik, baik dalam bentuk salinan cetak (hard 

copy) maupun salinan elektronik (soft copy). Petugas layanan juga memberikan 

pendampingan dan arahan kepada pemohon informasi agar seluruh permohonan yang 

diajukan sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan informasi publik, 

termasuk pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang 

diberikan.  

Berikut ruang pelayanan PPID/Pengaduan Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Kalimantan Timur :  

 

Gambar 2.1  Ruang Sekretariat Layanan PPID Pelaksana 
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Selain pelayanan langsung melalui meja layanan, PPID Pelaksana Bapenda Provinsi 

Kalimantan Timur juga menyediakan sarana sosialisasi dan dokumentasi informasi publik 

secara elektronik melalui website resmi bapenda https://bapenda.kaltimprov.go.id/ atau 

https://bapenda.kaltimprov.go.id/ppid/ guna memfasilitasi masyarakat dan pemangku 

kepentingan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan secara mudah, cepat, dan 

transparan.  

 

Gambar 2.2. Halaman Website resmi Bapenda dan Website PPID Bapenda 
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B. Mekanisme Permohonan Informasi Publik antara lain :  

1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi mengisi formulir 

permintaan informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan 

pengguna informasi.  

2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik 

kepada pemohon informasi publik.  

3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan 

formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon 

informasi publik.  

4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh 

pemohon/pengguna informasi jika informasi yang diminta masuk dalam 

kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangan yang berlaku.  

5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada 

Pengguna Informasi Publik.  

6. Membukukan dan mencatat. 

 

C. Waktu Penyelesaian: 

1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik 

dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang 

telah ditentukan;  

2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak 

diterima permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

Pelaksana akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi 

yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat 

memperpanjang waktu penyampaian informasi yang diminta paling lambat 7 

(tujuh) hari kerja.; 

3. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon 

informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa 

pos;  

4. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga 

dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, apakah dalam 
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bentuk soft copy atau data tertulis, serta biaya apabila dibutuhkan untuk 

keperluan penggandaan atau perekaman. Bila permintaan informasi ditolak, 

maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan 

berdasarkan UU KIP . 

 

         Gambar 2.3. Tata Cara Permohonan Informasi Publik 
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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pelaksanaan pelayanan informasi publik yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa PPID Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Kalimantan Timur telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi 

publik. Pelayanan informasi publik telah dilaksanakan melalui Sekretariat Layanan 

PPID serta didukung dengan pemanfaatan media elektronik sebagai sarana 

penyediaan dan diseminasi informasi kepada masyarakat. 

Secara umum, pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan 

Bapenda Provinsi Kalimantan Timur berjalan dengan baik, ditandai dengan 

tersedianya mekanisme pelayanan, petugas layanan, sarana prasarana 

pendukung, serta prosedur operasional yang jelas. Selain itu dibuktikan dengan 

prestasi PPID Pelaksana Bapenda Prov Kaltim untuk tahun 2025 adalah 

menduduki urutan ke 4 dengan kualifikasi Informatif kategori Perangkat Daerah 

Provinsi pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkup 

Pemerintah Provinsi Kaltim. PPID Bapenda juga telah berupaya meningkatkan 

kualitas pelayanan melalui penguatan koordinasi internal, penyediaan informasi 

yang akurat dan mutakhir, serta pelaksanaan survei kepuasan masyarakat 

sebagai bahan evaluasi. 

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu terus 

ditingkatkan, antara lain optimalisasi pemutakhiran Daftar Informasi Publik, 

penguatan kapasitas sumber daya manusia pengelola layanan informasi, serta 

pengembangan sistem layanan berbasis digital guna meningkatkan efektivitas, 

efisiensi, dan jangkauan pelayanan informasi publik. 

Melalui penyusunan laporan ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan 

perencanaan bagi pimpinan dalam rangka penyempurnaan kebijakan serta 

peningkatan kualitas penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan 

Bapenda Provinsi Kalimantan Timur pada masa yang akan datang 
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B. Saran  

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan informasi 

publik di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, 

disarankan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala agar 

informasi yang disediakan tetap akurat, relevan, dan sesuai perkembangan 

kebijakan serta kegiatan Bapenda. 

2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola PPID melalui 

bimbingan teknis, pelatihan, dan penguatan pemahaman regulasi 

keterbukaan informasi publik. 

3. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem layanan informasi berbasis 

digital untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta jangkauan pelayanan 

kepada masyarakat. 

4. Memperkuat koordinasi internal antarunit kerja guna menjamin ketersediaan 

dan kecepatan penyediaan data dan informasi. 

5. Melaksanakan evaluasi pelayanan secara berkelanjutan, termasuk melalui 

survei kepuasan masyarakat, sebagai dasar peningkatan kualitas layanan. 

 

 

  Samarinda, 30 Januari 2026 

             Plt. Kepala Bapenda Prov Kaltim, 

 

 

 

         Bambang Erryanto, S.Sos., M.Si. 

         Pembina Tingkat I 

         NIP. 197802022001121003  
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DOKUMENTASI 
 

 

Ruang Pelayanan PPID Pelaksana Bapenda Prov Kaltim 
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Urutan ke 4 dengan kualifikasi Informatif kategori Perangkat Daerah Provinsi pada 

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkup Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PPID PELAKSANA 

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM 

 

 

 

DISUSUN OLEH : 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA                                                                                           

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR      
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DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) 

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM 

TAHUN 2025 

 

 

 

DISUSUN OLEH : 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA                                                                                           

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR    

TAHUN 2025   
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